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ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan tanah kasultanan
dalam hukum tanah nasional berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria serta
mengetahui pengelolaan tanah kasultanan yang dilakukan pemerintah berdasarkan
kebijakan pertanahan nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif.
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Tekhnik pengumpulan data yaitu dengan tekhnik penelitian lapangan. Beberapa
data kemudian dimintakan konfirmasi dari Keraton Yogyakarta (Panitikismo) dan
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan
dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir
deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut:
Kesatu, implementasi kebijakan tanah kasultanan dalam hukum tanah nasional
secara tegas belum ada atau belum eksis dalam hukum positif walaupun secara
hukum adat tanah kasultanan eksistensinya masih diakui oleh masyarakat. Hal ini
karena belum diakomodir dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960. Kedua, dalam pengelolaannya tanah kasultanan selama ini dikelola oleh
pihak Keraton (Panitikismo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, DPR dan Presiden Republik Indonesia
membentuk sebuah peraturan daerah istimewa terhadap pertanahan, yang tertuang
dalam peraturan daerah istimewa Yogyakarta no 2 tahun 2017 tentang tata ruang
tanah kasultanan dan tanah kadipaten. ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang
nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini artinya Peraturan daerah
istimewa secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat provinsi, sebab jika
bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai dan budaya masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, menurut Undang-Undang maka Peraturan Daerah Istimewa dapat dibatalkan
oleh Menteri. untuk menegaskan status Keraton Yogyakarta sebagai subyek hukum.
Tujuannya agar tercipta kepastian hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci : Implementasi, Kasultanan, Keraton, Panitikismo
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengaturan atas tanah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria secara resmi di
singkat dengan UUPA. Dengan berlakunya UUPA menurut hukum barat sudah
tidak dikenal lagi dengan istilah hak-Hak atas tanah sebagaimana yang diatur
dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Buku Il, seperti hak
erfpacht, hak postal, hak eigendom dan lain-lain, sebagai gantinya dikenal
dengan hak sewa untuk bangunan, hak guna usaha hak milik, hak pakai.
Yogyakarta sebagai provinsi dengan daerah yang memiliki keistimewaan
memiliki salah satu keistimewaan yaitu diberikan kewenangan untuk mengatur
kebijakan pertanahan diwilayahnya. UU No 3 Tahun 1950 direvisi dengan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Undang-Undang ini mengatur lima kewenangan istimewa yaitu :
1. Tata cara pengisian jabatan,kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur.
2. Kelembagaan Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kebudayaan.
4. Pertanahan.

5. Tata ruang.

1 Asri Agustiwi, S.H., M.H Asri Agustiwi, S.H., M.H, ‘Hukum Dan Kebijakan Hukum
Agraria Di Indonesia’, in 2017. HIm 34.



Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang antara lain
mengatur tentang Tata Ruang Tanah Kasultan dan Tanah Kadipaten perlu
membentuk Peraturan tentang Tata Ruang Tanah Kasultan dan Tanah
Kadipaten, Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2017.2

Dari cakupan yang terdapat dalam undang-undang no 13 tahun 2012
tersebut membuat sebuah peraturan daerah istimewa menjadi bagian dari apa
yang telah tertuangkan di dalam undang-undang. Dalam hal peraturan daerah
istimewa tersebut permasalahan terhadap pertanahan di Yogyakarta menjadi
salah satu kajian yang sangat menarik untuk dituangkan di dalam sebuah
peratuaran perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan atas masih banyaknya
permasalahan dalam hal pertanahan, terutama permasalahan terkait tanah
Kasultanan dan tanah Kadipaten. Oleh sebab itu dibentuk sebuah peraturan
daerah istimewa terhadap pertanahan, yang tertuang dalam peraturan daerah

istimewa Yogyakarta no 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kasultanan dan

Z“PERDAIS No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah
Kadipaten [JDIH BPK RI]’ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/68792/perda-prov-diy-no-2-
tahun-2017> [accessed 12:00 29 November 2020].



tanah kadipaten. Dimana dalam 5 (lima) peraturan daerah tersebut diterangkan
bahwa yang di maksud dengan Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik
Kasultanan yang meliputi tanah Keprabon dan Tanah bukan Keprabon atau Dede
Keprabon yang terdapat kabupaten/kota dalam wilayah DIY.

Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan atau Satuan Ruang Strategis
Tanah kadipaten adalah satuan ruang tanah Kasultanan atau satuan ruang tanah
Kadipaten yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana atau
cagar budaya serta mempunyai pegaruh penting terhadap pelestarian budaya,
kepentingan social, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.®

Selain pembatasan sebagaimana dijelaskan di atas, pengaturan tata ruang di
dalam peraturan daerah istimewa, ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang
nasional dan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini artinya Peraturan
daerah istimewa secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan tentang tata ruang tingkat nasional maupun tingkat
provinsi, sebab jika bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, nilai
dan budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, menurut Undang-Undang maka Peraturan Daerah
Istimewa dapat dibatalkan oleh Menteri.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses yang meliputi 3 kegiatan
yang saling terkait : (1) perencanaan tata ruang, (2) pemanfaatan ruang, dan (3)

peradilan pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dilakukan dengan

3Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan
Tanah Kadipaten Yogyakarta, 22 Maret Ppt Download’ <https://slideplayer.info/slide/11871686/>
[accessed 20:56 30 November 2020].



mengintegrasikan sebagai kepentingan, baik yang bersifat lintas sectoral, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Undang-Undang No 26 tahun 2007
mewajibkan setiap wilayah administratif pemerintahan menyiapkan Rencana
Tata Ruang sebagai acuan bagi pengembangan wilayah yang bersangkutan.
Rencana tersebut merupakan wadah untuk mengakomodasikan perubahan
pembangunan yang dituju serta menyiapkan strategi untuk mencapai perubahan
tersebut di masa yang akan datang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
disusun secara hirarki:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota)
Rencana Tata Ruang merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan
sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang digunakan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu
pada rencana tata ruang yang berlaku. Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki RTRW, yang
sudah  mengakomodasi fungsi dan peruntukan Kawasan sesuai dengan
kedalaman skala masing-masing yaitu untuk nasional 1 : 250.000, Provinsi 1 :
100.000, Kota 1 : 25.000 dan Kabupaten 1 : 50.000. sehingga pengaturan
pemanfaatan ruang terkait dengan status kepemilikan tanah Kasultan dan tanah
Kadipaten sudah diatur di dalamnya. Dengan demikian, fungsi dan peruntukan
Kawasan pemanfaatan ruang diatas tanah-tanah Kasultanan dan Kadipaten harus

mengacu kepada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.



Pengaturan Keistimewaan DIY Dbertujuan untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahtraan
masyarakat, menjamin ke bhinneka tunggal ika an, dan melembagakan peran dan
tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan
budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan
tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, dan
ke bhinneka tunggal ika an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan
pendayagunaan kearifan local. Pengaturan keistimewaan DIY dalam perdais-
perdais harus berada di dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pendaftaran pertanahannya juga tidak melalui badan pertanahan
nasional, namun melalui satu Lembaga yang dibentuk bernama Panitikismo
kraton Yogyakarta yang akan dikeluarkan surat bernama kekacingan, badan
pertanahan nasional hanya sebagai tempat bagi masyarakat untuk mengetahui
apakah tanah yang dimilikinya berstatus Kasultanan atau pakualaman ground.
Dalam pendaftaran tanah kasultanan yang akan digunakan perolehan izin harus
terlebih dahulu mendapat izin dari kepala Panitikismo, dimana Panitikismo
merupakan Lembaga adat yang mengurusi persoalan pertanahan di dalam
keraton baik berupa pengaturan atau pemberi izin. Tanda bukti yang dikeluarkan
olen Panitikismo ialah dikeluarkan nya surat Kekacingan Magersari.
Permasalahan yang lahir pada masa pembentukan peraturan daerah istimewa ini
sangat beragam.

Dari permasalahan diatas tersebut, penulis berkeinginan dan merasa tertarik

untuk membahas, meneliti, dan melihat dengan memakai Analisis Mashlahah



Mursalah terhadap tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten tersebut,

apakah kepemilikan itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Agraria

Indonesia dan Hukum Syariat Islam. Dari uraian diatas penulis tertarik

mengangkat penelitian ini dengan Judul “Implemetasi Peraturan Daerah

Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Tentang

Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Perspektif

Mashlahah Mursalah”.

B. Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Kasultanan dan
Tanah Kadipaten ?

2. Bagaimana analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata
Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan, sudah tentu mempunyai tujuan dan
kegunaan masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:



a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perspektif Mashlahah
Mursalah.

b. Untuk menjelaskan pandangan Mashlahah Mursalah terhadap Peraturan
Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Tata Ruang Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan
menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan
memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat
luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam
bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta
evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam serta menjalankan suatu
kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka penyusun menelaah



beberapa karya yang di anggap setema dengan penyusunan skripsi ini. Dan
setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Implementasi Peraturan
Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2017
Tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tahan Kadipaten Perspektif
Mashlahah Mursalah” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema
penelitian ini berikut:

Karya Pertama yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Sugiarto,
S.H, dengan judul “Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang No 13
tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta”. Penelitian
tersebut berfokus pada bagaimana politik hukum pertanahan di Daerah Istimewa
Yogyakarta setelah pemberlakuan Undang-Undang No 13 tahun 2012 tentang
keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, khususnya Kasultanan dan
Pakualaman Ground penelitian berkaitan dengan bagaimana politik hukum yang
berkembang di Yogyakarta setelah di undangkannya UUK di Yogyakarta.
Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang peran masyarakat dalam
pembentukan peraturan daerah istimewa tentang pertanahan.*

Karya Kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Siti
Kadariyah dengan judul “Status Hukum Kepemilikan Kasultanan Menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan tentang status
hukum kepemilikan Kasultanan menurut hukum positif dan hukum islam, serta

tata cara memperoleh hak pakai tanah Kasultanan. Hasilnya bahwa Kasultanan

414912107 Sugiarto S,H. 'Politik Hukum Pertanahan Pasca Undang-Undang Nomer 13
Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta', 2017



sah sebagai hak milik berdasarkan UUPA Pasal 20 ayat (1). Selain itu secara
sosiologis masyarakat menganggap bahwa tanah-tanah swapraja masih
merupakan tanah milik keraton hal ini terbukti sejak tahun 1960-1984 tidak ada
sengketa tanah Sultan mengenai hak kepemilikan.®

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Desi
Pitaloka dengan judul “Kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sultan Hamengkubuono 1X Tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI
Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Mashlahah
Mursalah”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan pertanahan terkait
dengan pembatasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan tionghoa di
Yogyakarta, bermula Ketika pada tahun 1975 tepatnya pada tanggal 5 maret
1975, Ketika Kepala Daerah Yogyakarta yang pada saat itu di wakili oleh Wakil
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yakni paku Alam VIII mengeluarkan
sebuah instruksi sebagai peraturan selain peraturan perundang-undangan yang
tertuang dalam surat K.898/1/A/1975 tentang penyeragaman Policy Pemberian
Hak atas tanah kepada seorang WNI non Pribumi.®

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah tesis yang disusun oleh Dimas
Nur Kholbi dengan judul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Proses
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penelitian

tersebut membahas mengenai mekanisme pembentukan undang-undang

510380015 Siti Kadariah, ‘Status Hukum Kepemilikan Kasultanan Menurut Positif Dan
Hukum Islam’, 2014.

® 15370064 Desy Pitaloka, ‘Kebijakan Gubernur Diy Hamengku Buwono Ix Pemilikan Hak
Milik Atas Tanah Wni Keturunan Tionghoa Daerah Istimewa Yogyakarta Siyasah Dustliriyyah’,
2019.



berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 12
Tahun 2011 perspektif Mashlahah Mursalah. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa relevansi mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia dengan
Mashlahah Mursalah mengenai pembentukan Qonun/hukum. Relevansi itu
terwujud bahwa dalam islam juga terdapat badan legislasi dalam pembentukan
ganun/hukum yaitu ahlu halli walaqdi, dalam mekanismenya juga melalui
musyawarah, ahlu halli walaqdi berhak membentuk dan menetapkan
gonun/hukum, khalifah juga berhak menyodorkan ganun/hukum yang hendak
diadopsi oleh ahlu halli walagdi dalam musyawarah.’

Karya kelima yang perlu ditinjau ialah Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Jambi dan Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Jambi yang ditulis oleh
Ratna Dewi dan Eko Nuroyanto. Penelitian ini menjelaskan efektifitas
kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang
keistimewaan dan kebijakan yang di buat oleh Sri Sultan hanya akan menjadi
catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dan kesimpulan penelitian ini
bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta mengenai 5 (lima) kewenangan belum dilakukan secara maksimal,

karena baru dapat diselesaikan tiga Peraturan daerah istemewa tentang pengisian

" Dimas Nur Kholbi, ‘Analisis Fikih Siyasah dusturiyyah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, 2019.
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jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah Istimewa Yogyakarta, tentang
rencana tata ruang wilayah dan tentang kelembagaan.®

Sampai penelitian dilakukan, penulis belum menemukan penelitian yang
fokus kajian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais)
Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Tanah
Kasultanan dan Tahan Kadipaten Perspektif Mashlahah Mursalah”

E. Kerangka Teoritis

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan,
menginterpresentasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang di
jumpai dari hasil penelitian.® Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Teori Figh Mashlahah Mursalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Maslahah Mursalah
sebagai alat analisis. Ahli ushul figh mendefinisikan mashlahah mursalah
sebagai bunga yang tidak disyaratkan oleh hukum syar'i, dan tidak ada dalil
syar'l untuk menjelaskan atau membatalkan bunga tersebut. Mashlahah disebut
absolut karena tidak tunduk pada konfirmasi parameternya atau pembatalan
parameternya. Misalnya, tunjangan teman yang diperoleh dalam bentuk
kurungan, pencetakan uang, penetapan kepemilikan lahan pertanian dan
penetapan pajak penghasilan, atau keadaan lain, termasuk tunjangan yang

diperlukan karena keadaan darurat, kebutuhan, atau niat baik, tetapi tidak

8 ‘Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) | Jurnal
Hukum Respublica’ <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1444>
[accessed 16:38 8 December 2020].

® Moh Dahlan, ‘Metodologi Studi Islam Kontemporer’, Nuansa, 2010. HIm 184-185.
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dinyatakan secara hukum sebagai Bukti Syara Cerita, itu menunjukkan
kebenaran dan kesalahan.°

Sebelum memahami maslahah mursalah secara baik, terlabih dahulu perlu
diketahui makna dalam lingkup ilmu ushul figih. Secara etimologi maslahah
mursalah itu terdiri atas dua suka kata, yakni maslahah dan mursalah.

Kata maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif di awalnya
secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Maslahah adalah
mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya
kerusakan.!* Pengertian maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya secara
umum, maslahah adalah setiap segala sesuatu yang memberi manfaat untuk
manusia, baik atas sesuatu yang menarik atau sesuatu yang menghasilkan
keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti
menolak kerusakan.

Secara etimologis, kata maslahah berasal dari bahasa Arab yang berarti
membawa manfaat atau membawa manfaat dan menolak untuk mencelakakan.?
Secara harfiah, kata tersebut berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan yang

artinya baik dan tepat serta bermanfaat. Pada saat yang sama, kata mursalah

10 Abdul W Khallaf, IImu Ushul Figh, Cet. Ke-2 (Semarang : Dina Utama Semarang, 2014).
HIm 139.

11 Amir Syarifudin, Ushul Figih Jilid | (jakarta, Prenada Media Group, 2011). HIm 345,

2 Munawar Kholil, Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah (Semarang: Bulan
Bintang). HIm 43.
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berarti kebebasan dan tidak terikat oleh argumen agama (Alguran dan Hadist)
yang mengizinkan atau melarangnya.'®

Pada saat yang sama, Abdul Wahab Khallaf (Abdul Wahab Khallaf)
mengartikan mashlahah mursalah sebagai maslahah, di mana syari’ tidak
mensyaratkan hukum untuk membuat hukum Islam, dan tidak ada bukti.
Menunjukkan pengakuan atau pembatalan hukum Syariah.'*

Imam Al-Ghazali meyakini bahwa kepentingan harus sejalan dengan tujuan
para syara’, walaupun hal ini bertentangan dengan tujuan manusia, karena
kepentingan manusia tidak selalu berdasarkan kehendak para syara’, karena
biasanya berdasarkan pada keinginan. Oleh karena itu, manfaatnya harus sesuai
dengan keinginan dan tujuan syara.’®

Adapun istilah maslahah secara definitif antara lain yang dikemukakan
oleh Imam Al-Ghazali sebagai berikut:

Artinya : Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)

Menurut Imam Ar-Razi maslahah adalah sebagai berikut:

NJ\}A\?@Juuj?éjmjw}&j*gdm‘ﬁbd\.\ﬂ{u&\&JL&S\LAM&J\W\u.cb_)\.\‘;\.@.i\.!

13 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973). HIm 219.

14 Abdullah Wahab Khallaf, llmu Ushulul Figh, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002). HIm 123.

15 Abdul Haq, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual (Surabaya: Khalista, 2006). HIm
237.
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Artinya : Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan
oleh musyarri’ (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya,
jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. (Al Mahsul oleh Ar-Razi,
juz 11, halaman 434).

Adapun Al-Khawarizmi juga mendefinisikan pengertian maslahah sebagai
berikut, maslahah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)
dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.®

Menurut Syaih lzzuddin bin Abdul Salam, maslahah fighiyyah hanya
mengembalikan dua prinsip utama, yaitu: menolak segala sesuatu yang rusak
dan menolak segala sesuatu yang dipertanyakan.’

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa maslahah
mursalah mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan sebuah kebaikan, faedah,
dan guna, sedangkan kemaslahatan itu berarti kegunaan, kebaikan, manfaat
kepentingan. Dalam arti umum, maslahah mursalah merupakan sesuatu
perbuatan yang dapat memberi kemanfaatan bagi umat manusia.'® Berdasarkan
hal tersebut, jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata
maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan
dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang
mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Sehingga segala sesuatu yang

mengandung sebuah manfaat baik patut atau bias disebut maslahah.

16 Moh Bahrudin, llmu Ushul Figh, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

17 Jalaluddin Al-Suyuti, Al-Asbah Wa Al-Nazdo ’ir (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga,
1987). HIm 31.

18 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ‘Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi Kelima’, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

14



Maslahah Mursalah atau yang bisa disebut istislah yaitu sesuatu yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan
hukum, namun juga tidak ada dalil yang menolaknya.® Selain itu kata maslahah
juga biasa dilawankan dengan kata mafsadah dan kata madharah yang berarti
kerusakan atau keburukan.

Dalam ruang lingkup Maqosid as-syar iyyah, konsep marsalah memiliki
banyak tingkatan. Ulama Ushul membagi tingkatan ini menjadi tiga kategori

berikut: %

a. Maslahah ad-Daruriyah (primer) adalah minat yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar manusia di dunia saat ini dan di masa yang akan datang.

b. Maslahah al-Hajiyah (Sekunder) adalah kesejahteraan yang dibutuhkan
untuk menuntaskan kesejahteraan pokok sebelumnya, berupa bantuan untuk
memelihara dan memelihara kebutuhan dasar manusia, serta memberinya
keleluasaan untuk mengembangkan cita-citanya (tawassu'al-magasid) .

c. Maslahah at-tahsiniyah (tersier) adalah jenis maslahah yang memelihara
lima unsur utama dengan menggapai dan menentukan apa yang pantas dan
pantas untuk kebiasaan hidup yang baik, dan menghindari hal-hal lain
dengan akal sehat.

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara’,

menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

19 Amir Syarifudin. HIm 354.
20 Tkhsan Intizam, ‘Sumbangan Pemikiran Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam
Penetapan Hukum Islam’, Didaktika Islamika, 2015. HIm 32
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a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian
pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa
banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw.,
kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang
terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw., meninggal dunia. Seandainya
tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan
sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang dimaksud adalah dalil yang dapat
menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang
tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah
ada, maka dapat direalisir kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan
dan tempat.

b. Sebenarnya para sahabat, tabi’in, tabi’it tabi’in dan para ulama yang datang
sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera
menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa
itu. Khalifah Ab( Bakar telah mengumpulkan Alquran. Khalifah Umar telah
menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada
masa Rasulullah Saw., hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah
memerintahkan penulisan Alquran dalam satu mushaf. Khalifah Ali pun
telah menghukum bakar hidup golongan Syi’ah Rafidhah yang
memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.?*

Kaidah fighiyyah umum yang mendasari maslahah mursalah adalah:

allaldl (s e asie slilalls 5o

2L Amir Syarifudin. HIm 181.
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Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan.

& Gla e ) ) palads

Menghindari kemadhorotan lebih diutamakan dari mencari manfaat.

Adapun rincian dari kaidah maslahah mursalah tersebut adalah:

a. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.??

b. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.?

c. Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan

d. Kemudharatan dapat dihilangkan.?*

Sementara syarat dapat diterapkannya maslahah mursalah mengutip
pendapat dari Al-Ghazali adalah:?®

a. Sejalan dengan tindakan syara’.

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’.

c. Termasuk dalam kategori mashlahah yang dharuribaik yang menyangkut
kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku
sama untuk semua orang.

2. Teori Hukum Tata Ruang dan Fungsi Sosial Atas Tanah
Tanah harus digunakan untuk kepentingan bersama, sehingga tanah
memiliki fungsi sosial. Pasal 6 dari undang-undang pertanahan menyatakan

bahwa "semua Hak atas tanah memiliki fungsi sosial."?® Pengertian Pasal 6

22 Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fighiyyah Al Faraid Al Bahiyyah
(Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009). HIm 88.

2 Haq. HIm 237.

24 Mansur. Him 82.

% Hagq. HIm 237.

% PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960, 1960.
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UUPA adalah bahwa semua Hak atas tanah milik seseorang harus mengandung
atau mempunyai fungsi sosial untuk menjaga kepentingan umum dan tidak boleh
digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Menekankan tata ruang “tata kelola”, yaitu susunan dan penataan suatu
wilayah / wilayah tertentu, sehingga mengandung manfaat dan kebutuhan sosial,
budaya, ekonomi, dan politik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Fokusnya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam
paragraf kedua dari hukum Agraria, yaitu:

a. Mengatur penyelenggaraan peruntukan, pengunaan, persediaan, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan luar angkasa.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan luar angkasa.?’

Penataan ruang yang menekankan pada ruang, yaitu wadah tiga dimensi,
yaitu lebar, tinggi dan kedalaman bumi, air dan sumber daya alam yang
terkandung di dalamnya, serta udara di atasnya, sehingga pemanfaatan dan
pengelolaannya menyeluruh. darinya dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosial
terbesar dan terbaik yang disediakan oleh masyarakat.

3. Teori Sistem Hukum

27 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (2).
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Teori sistem hukum menurut Lawrence W. Friedman mengemukakan
bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum
yang mencangkup 3 (tiga) sitem hukum atau sub-sistem, yaitu:

a. Struktur Hukum (structure of law)

Dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem struktural yang
menentukan apakah suatu hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum
didasarkan pada UU No.1. Nomor 8 Tahun 1981 meliputi, mulai dari Kepolisian,
Kejaksaan Agung, Pengadilan dan Tata Usaha Pidana (Lapas), kewenangan
penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Dengan cara ini, dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak terpengaruh oleh kekuasaan
dan pengaruh pemerintah lain. Ada pepatah mengatakan bahwa keadilan hukum
dan dunia semua orang Bahkan jika dunia sedang runtuh, hukum harus
ditegakkan. Tanpa personel penegak hukum yang andal, kompeten, dan
independen, hukum tidak dapat ditegakkan atau ditegakkan. Tanpa dukungan
aparat penegak hukum yang baik dan sebaik apa peraturan perundang-undangan,
keadilan hanyalah angan-angan, dan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum
membuat penegakan hukum tidak mungkin berjalan. Banyak faktor yang
mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, antara lain
pemahaman agama, ekonomi, dan proses rekrutmen yang tidak jelas. Oleh
karena itu, dapat ditegaskan bahwa faktor penegakan hukum memegang peranan
penting dalam penyelenggaraan hukum. Jika regulasi bagus, tapi kualitas
penegakannya rendah, masalah akan muncul. Begitu pula jika regulasi tidak

sempurna dan kualitas penegakannya bagus, kemungkinan masih ada masalah.
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Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of
elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Strukture
also means how the legislature is organized. what procedures the police
department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the
legal system. a kind of still photograph, with freezes the action ».28

Struktur sistem hukum mencakup unsur-unsur berikut, jumlah dan skala
pengadilan, yurisdiksi pengadilan (termasuk jenis kasus yang berhak
disidangkan), dan prosedur banding pengadilan ke pengadilan. Struktur juga
berarti bagaimana badan legislatif diatur, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan
presiden, prosedur yang diikuti oleh polisi, dll. Jadi strukturnya (Struktur
hukum) Terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk
menegakkan instrumen hukum yang ada.

Struktur merupakan suatu model yang menunjukkan bagaimana hukum
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formalnya. Struktur ini menjelaskan
bagaimana peradilan, pembuat undang-undang dan badan hukum, serta prosedur
bekerja dan menegakkannya.

Misalnya di Indonesia jika kita membahas tentang struktur sistem hukum
Indonesia termasuk struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, dan peradilan.?®

b. Substansi Hukum (substance of the law)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, ini disebut sistem substantif untuk

menentukan apakah akan menegakkan hukum. Zat juga mengacu pada produk

28 Jawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif IImu Sosial (bandung nusa media,
2011). HIm 5-6.

29 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis (gunung
agung, 2002). HIm 8.
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yang diproduksi oleh orang-orang dalam sistem hukum, termasuk keputusan
yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka buat. Isinya juga mencakup
hukum yang berlaku, bukan hanya aturan dalam buku hukum. Sebagai negara
yang masih menganut sistem civil law atau sistem kontinental Eropa (walaupun
beberapa peraturan perundang-undangan juga menganut sistem common law
atau Anglo-Saxon), dikatakan bahwa hukum adalah hukum tertulis, dan aturan
hukum tidak tertulis bukanlah hukum deklarasi. Sistem ini mempengaruhi sistem
hukum Indonesia. Salah satu akibatnya adalah asas legalitas dalam Hukum
Pidana. diPasal 1 "Hukum Pidana" menyatakan: "Jika tidak ada tindak pidana,
tidak ada tindak pidana yang dapat dihukum." Oleh karena itu, apakah suatu
tindakan dapat disetujui? Jika perilaku di atas telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual
rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system .the stress here
is on living law, not just rules in lawbooks”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah esensinya. Esensi berarti aturan, norma
dan pola perilaku manusia yang benar dalam sistem. Oleh karena itu, hakikat
hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengikat
dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (legal culture)

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran dan

30 Friedman. Him 8.

21



harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial
yang  menentukan  bagaimana  menggunakan, = menghindari  atau
menyalahgunakan hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan
kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan terbentuk budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pandangan
masyarakat tentang hukum selama ini. Singkatnya, tingkat kepatuhan
masyarakat terhadap hukum merupakan indikator bekerjanya hukum.

Hubungan antara ketiga elemen sistem hukum itu sendiri tidak berdaya,
sama seperti pekerjaan mekanik; strukturnya seperti mesin, pada dasarnya
pekerjaan dan produksi mesin, dan budaya hukum memutuskan untuk membuka
dan menutup mesin dan memutuskan Bagaimana melakukan sesuatu atau siapa
pun. Menggunakan mesin. Terkait sistem hukum Indonesia, teori Friedman
dapat dijadikan patokan untuk mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.
Polisi adalah bagian dari struktur gabungan jaksa, hakim, pengacara, dan otoritas
penjara. Interaksi antara berbagai komponen jasa hukum menentukan kekuatan
struktur hukum. Namun demikian, pemeliharaan hukum tidak hanya bergantung
pada kekuatan strukturnya, tetapi juga budaya hukum dalam masyarakat.
Namun, sejauh ini ketiga unsur tersebut menurut Friedman belum terlaksana
dengan baik, terutama pada struktur hukum dan budaya hukum. Misalnya dalam
struktur hukum, polisi diharapkan menjadi pengguna narkoba, dan polisi sendiri
ikut dalam jaringan narkoba, seperti halnya jaksa, sejauh ini masih sangat sulit
menemukan jaksa yang benar-benar jujur.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :
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“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s
attitudes toward law And legal system their belief .in other word, is the climinate
of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or
abused” 3

Budaya hukum menyangkut budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap
hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum).
Betapapun baiknya sistem hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang
dipersyaratkan, dan jika tidak ada sistem dan partisipasi sosial dalam kualitas
substansi hukum hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum, maka
penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial, tetapi
itu hanyalah gagasan yang ingin diwujudkan oleh hukum. Guna memastikan
agar fungsi hukum sebagai proyek sosial terwujud ke arah yang lebih baik, tidak
hanya tersedianya undang-undang dalam arti peraturan perundang-undangan,
tetapi juga perwujudan aturan hukum tersebut sebagai praktek hukum, atau
dengan kata lain untuk penegakan hukum. Menjamin (penegakan hukum) Orang
baik.3? Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya sebagai fungsi legislasi,
tetapi juga merupakan pelaksanaan kegiatan birokrasi.*®

Secara sederhana, teori Friedman itu memang sulit dibantah kebenarannya.
Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan

atas prespektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang

sudah diuraikan di atas dengan teori tiga sistem hukum struktur, substansi, dan

31 Friedman. HIm 13.

32 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Bandung : PT. Citra
Aditya Bakti, 2003). HIm 40.

33 Ali. HIm 97.
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kultur hukum itu adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu
adalah budaya hukum.3*
F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu
penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.
Penelitian ini bersifat deskritif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menerapkan fenomena social atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan
penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Untuk
itu ciri-ciri dari hasil penelitian ini tidak berupa angka, melainkan seperti sikap,
tingkah laku dan pendapat.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang akan menggambarkan
fenomena yang terjadi kemudian disusun dijelaskan, dianalisa dan
diinterpretasikan - kemudian disimpulkan. Dalam  penelitian ini penulis

menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan

3% Penerapan W Sistem Hukum Menurut Lawrence Friedman Terhadap Efektivitas
Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit, 1 <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-
efektivitas-dan-landasan.> [accessed 00:02 20 January 2021].

35 Prof.Dr. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif,dan R&D, Alfabeta, Cv.,
2016. HIm 13
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website yang valid yang berkaitan dengan peraturan daerah istimewa Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, pendekatan yuridis
sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena setiap norma yaitu tidak
berada dalam situasi vacuum melainkan mereflesikan kenyatan dan keinginan
masyarakat yang kemudian dikontestasikan secara publik. Hal tersebut menjadi
pedoman karena hukum berfungsi melayani masyarakat sesuai dengan tempat
dimana hukum itu berada.®
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka Teknik

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik
analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
litelature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di
analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam
penelitian ini.
5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya

peneliti atau teoritis yang orisinil.

b. Data Sekunder

% Aminuddin Kasin, ‘Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan
Legislatif Dari Presiden Ke DPR’, Jurnal Akualita, 2011.
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Sumber data sekunder adalah bahan Pustaka yang ditulis dan dipublikasikan
oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan oleh pengamatan
atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain
penulis tersebut bukan penemu teori.
c. Data Tersier
Sumber data tersier adalah bahan yang berada di luar keilmuan hukum yang
dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan
diluar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya
dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang
sedang diteliti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, Berita dan Perkuliahan.

G. Sistematik Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah
Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 Tahun 2017 Tentang Tata
Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Perspektif Mashlahah
Mursalah”, maka sistematika penulisan yang di gunakan dan disusun oleh
penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama terdiri dari tujuh bab, Pertama vyaitu diawali dengan
pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara
akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga
dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti.
Kemudian yang Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap
kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan

penelitian yang berarti keinginan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini dan
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kegunaan penelitian yang berisi manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat telaah
Pustaka, yang berisikan tentang penelusuran terhadap literature dan yang
menyajikan data mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah membahas
subyek yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang
berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah.
Keenam, metode penelitian yang berisika tentang cara-cara yang digunakan
dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur
dari apa yang dibuat dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus
ya ng akan dijadikan bahan penelitian, yaitu teori Mashlahah Mursalah mulai
dari pengertian serta lingkup bahasan yang ada didalamnya.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai
Daerah Istimewa Yogyakarta, latar belakang lahirnya peraturan daerah istimewa
dan fungsi DPRD dalam pengawasan dan anggaran, fungsi sebagaimana
dimaksud dalam kerangka representasi rakyat di daerah, dalam rangka
melaksanakan fungsi DPRD terhadap pelaksanaan keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta dan kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
daerah otonom yang mencakup dalam urusan Pemerintahan daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana
dimaksud adalah Tata Ruang.

Bab keempat membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis
yanitu menggunakan teori Mashlahah Mursalah dalam melihat kewenangan

dalam urusan peraturan daerah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

27



Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari
hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi
kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar

karya ilmiah ini disahkan secara akademik.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik
yakni:

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa unsur
yang terkandung di dalamnya merupakan unsur filosofis yang menitik beratkan
pada falsafah Tahta untuk Rakyat, namun dari hasil penelitian dapat dikatakan
bahwa tahta rakyat tidak benar. ini memang termasuk dalam elemen formasi
Harian Tanah. Karena partisipasi dalam pembentukan masyarakat masih sangat
rendah, efisiensi dalam masyarakat masih belum ada.

Faktor sosiologis yang dipertimbangkan adalah Perjanjian Gianti yang
ditandatangani oleh Pangeran Mankubumi dan Gubernur N Hardings. Secara
sosiologis, tampaknya ia ingin menghidupkan kembali Rijkblad Kasultanan
pada tahun 1918 dan Rijkblad Kadipaten 1918 pada tahun 1918. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, ia berharap dapat memasukkan kembali pandangan-
pandangan tersebut ke dalam pembentukan Peraturan Daerah istimewa sebagai
salah satu sosiologis. Jika kita melihat perkembangan saat ini, Tentara
Pembebasan Rakyat yang terpaksa menyerah tidak akan ada lagi Itu digunakan
dalam masyarakat yang memelihara demokrasi, seperti Indonesia. Di Indonesia,
masalah berbasis lahan diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, dalam

mempertimbangkan penetapan peraturan daerah istimewa tata ruang tanah,
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unsur-unsur yang terkandung dalam UUPA harus dipertimbangkan sebagai

pertimbangan kondisi sosial dalam pembangunan Indonesia.

Unsur hukum untuk mempertimbangkan penetapan peraturan daerah
istimewa tata ruang tanah terutama terkait dengan undang-undang tentang
pembentukan daerah istimewa di Yogyakarta dimulai dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 (undang-undang tentang desa). Tugas penyusunan
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam Pasal 7 angka 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 7
Tahun 2013.

Disimpulkan bahwa peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya
memasukkan maslahah mursalah, namun dalam beberapa kasus situasi darurat
dianggap luas dan mengancam kepentingan, oleh karena itu tidak perlu
dilakukan upaya untuk mengutarakan kepentingan pribadi, melainkan untuk
kepentingan umum. begitu sewenang-wenang karena dapat menimbulkan
kerugian karena kurangnya kepastian hukum.

maka kemungkinan besar akan menimbulkan pelanggaran yang akan
berdampak negatif bagi negara dan negara.

a. Kemaslahatan Menurut magashid syar'iyyah, kepentingan menyangkut
pelestarian jiwa, harta, keturunan, akal, agama, dan tidak bertentangan
dengan dalil hukum Islam. Oleh karena itu, tidak adanya peraturan daerah
istimewa pemerintah tentang tata ruang penggunaan dan pengelolaan tanah di
Kesultanan dan kadipaten dalam keadaan darurat justru dapat mengancam hal

tersebut, yang sebenarnya merupakan mashlahat dharurriyyah.
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b. Di bidang pemerintahan, kemanfaatan dilakukan oleh pemerintah secara
ijtima’i, dan didukung oleh masyarakat sehingga dapat beroperasi secara
efektif.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, Penulis memberikan saran

1. Perlu menggunakan dan mengamalkan nilai-nilai masyarakat dalam

rancangan peraturan daerah.

2. Mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di daerah.

3. Memanfaatkan lebih banyak partisipasi masyarakat dalam berbagai

peraturan daerah istimewa, sehingga dapat berjalan secara efektif dan

mengatur kehidupan masyarakat dengan lebih baik.
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